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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Online

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan

pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi.

Kemudian yang digunakan pembeli dan penjual untuk berkomunikasi ialah

melalui chat, komputer, telepon, sms, dan alat elektronik lainnya. Dalam

transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga

untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan

penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Seperti juga jual beli biasa,

juga bisa dilakukan secara online melalui forum jual beli online yang sudah

menyediakan banyak barang yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk

memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita

menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman.

Jual beli online juga memiliki dampak positif, karena dianggap praktis dan

mudah.

1. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum yang digunakan jual beli online ialah :
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�˴� Ϭ��˶Ϥ ˶˸ ˴ϳ ˴ம⹉ �Ϟ˶˸ Ϭϴ ˴˶ ϟ˴ �˴ ˴� ˴˶⹉ ˴⹉ ϬΔ ˴˴ �˴� Ϭ⹉ ϬΔ˴மϠ˴��˴ ��ϴ⹉ �� �Ϟ ˶˸ ˴⹉

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak

ada dalil yang mengharamkannya”.1

Berkaitan dengan jual beli, karena jual beli online juga

merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh

sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275,

sebagai berikut :

�˴�ϬϤϴ⹉ ϡ˴Ϥ˴ ˴˴ � ϊ˴˶˸ ˴ϴϴ⹉ �� Ϟ˴ ˴˴ ⹉�˴

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba”.2

2. Syarat dan Rukun

Rukun jual beli online yaitu :

a. Pelaku akad

b. Objek akad

c. Ijab dan qabul.3

Sedangkan syarat-syarat jual beli online yaitu :

a. Jenis barangnya sudah diketahui

b. Mempunyai sifat yang diketahui

1A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.10
2Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Mushaf Syaamil, (Jakarta: PT Sygma Eksamedia

Arkanleema, 2009), hal. 47
3Ascarya,Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

91
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c. Kadarnya diketahui

d. Harga barang harus jelas

e. Menyerahkan harga barang pada waktu itu juga.4

3. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Online

Jual beli online sama halnya dengan jual beli offline. Hal yang

terpenting adalah ada barang yang diperjual-belikan halal dan jelas.

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan

piranti-piranti modern (online) adalah sah, dengan syarat ada kejelasan

dalam transaksi tersebut. Diantara mereka ialah Syeikh Muhammad

Bakhit Al-Muthi’i, Mushthofa Az Zarqa’, Wahbah Zuhaili dan

Abdullah bin Mani’. Alasan beliau adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan pendapat banyak ulama dimasa silam yang

menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab

(pernyataan pihak pertama) adalah sah, setelah penyampaian surat

ke pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan

cara berteriak.

b. Yang dimaksud dengan disyaratkannya kesatuan majelis transaksi

adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang

mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah

4Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahkman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzab,
(Bandung: Hasyimi,2014), hal. 231
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yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi

dalam satu tempat.5

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka majelis akad dalam

pembicaraan online adalah waktu komunikasi yang digunakan untuk

membicarakan transaksi. Jika transaksi dengan tulisan, maka majelis

transaksi adalah dengan sampainya tulisan dari pihak pertama ke pihak

kedua. Jika qabul tertunda dengan perngertian, ketika surat sampai

belum ada qabul dari pihak kedua, maka transaksi tidak sah. Sama

halnya dengan transaksi salam, modal harus segera diserahkan begitu

transaksi dilaksanakan. Namun menurut Wahbah Zuhaili, jika terdapat

serah terima mata uang dalam transaksi sharf (jual beli mata uang) dan

modal dalam transaksi salam bisa diserahkan dengan menggunakan

sarana-sarana komunikasi modern tersebut, maka transaksi sah dan hal

ini adalah suatu hal yang memungkinkan untuk beberapa model

transaksi yang baru.6

B. Maximal Keep

Maximal Keep adalah barang yang telah dipesan oleh calon pembeli

tidak akan dijual ke orang lain sampai pembeli tersebut melunasi pembayaran

sesuai waktu yang telah ditentukan. Meskipun begitu, ada syarat dan

ketentuan yang mengikuti sistem keep. Contoh ketentuannya : maximal keep

5Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Al-Islami wa Adillatihi, (Damaskus: Dar Al-Fikri Al-Ma’ashir,
2006), hal. 339

6Ibid., hal. 341
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hanya 1x24 jam, 2x24 jam, setelah waktu tersebut maka order dianggap

batal.7

Maximal Keep adalah jual beli yang dilihat dari waktu, sebenarnya waktu

tidak termasuk dalam rukun jual beli. Tetapi waktu mempunyai pemgaruh

besar terhadap keabsahan suatu transaksi, termasuk didalamnya jual beli.

Salah satu bagian dari waktu yang memilki keterikatan kuat dengan jual beli

adalah penundaan. Ulama mengistilahkan dengan ta’jil, kata ini merupakan

dari kata ‘ajjala yu’ajjilu yang kata aslinya adalah ‘ajala dengan awalan

hamzah dan bukan ‘ain. ‘Ajal secara bahasa dapat diartikan dengan durasi

objek. Durasi disini berarti waktu antara akad dengan penyerahan di masa

datang yang telah ditentukan dan yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak. Durasi ini secara hukum mengikat kedua belah pihak, apabila tidak

melaksanakan kewajiban terkait kesepakatan atas durasi waktu tanpa alasan

syar’i merupakan suatu tindakan pengkhianatan dan tidak dibenarkan dalam

prinsip muamalah yang berlandaskan sikap amanah dan jujur.8

C. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalah.

Pengertian fiqih menurut bahasa berasal dari kata faqiha, yaqfahu, fiqhan

yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqih menurut istilah,

7Sholihatin Nurul Jannah, Analisis Open Order Dan Close Order Terhadap Minat Beli
Produk Online Shop, Kompetensi, Vol. 11 No. 2, 2017

8Rahmat Hidayat, Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah,
Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath ,
diakses 26 Juni 2020, pukul 08.2 a.m

http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath
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sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai

berikut :

�Δ⹉˴��� ��Ϡ˴ �˴�⹉ �˴˶⹉ ϬΔ˴˸Ϭம Ϭ˶ Ϡ˴˶˶ϴ⹉ ˴��Ϭ˶˴ϴ Ϭ˶ ˴⹉ �˶ ϬϠ Ϭΐ˴˴ ˴˶ ˶˴ ��ϴ⹉ ϬΔ˴˸Ϭம�˴�˴ϴ⹉ ϬΔ˴˸ Ϭ⹉Ϥ�˴ϴ⹉ Ϭϡ� ˴˴ �˶ ˴ �Ϭ� �Ϣம Ϭ�ϴ⹉ �˴�⹉ ϬϪ˶˸ ϬϠϴ⹉ �Ϣம˶ Ϭ⹉

ϬΔ˴˸Ϭம˸ Ϭ˶ Ϡ˴˶˶ϴ⹉ ˴��Ϭ˶˴ϴ Ϭ˶ ˴⹉ �˶ ϬϠ ϬΓ ˴˶ �˴Ϡ˴˶˴��ϴ⹉ ϬΔ˴˸Ϭம�˴�˴ϴ⹉ ϬΔ˴˸ Ϭ⹉Ϥ˶�˴ϴ⹉ Ϭϡ˴�˴�˴⹉

“Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang

diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fiqih adalah himpunan

hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil

yang terperinci”.

Adapun lafad muamalah berasal dari kata ‘amala, yu’amilu,

mu’amalatan yang artinya :

�Ϭ� ˶˸ ˴��˴ Ϭϊ˶˸ ˴� Ϭ�� �Ϫ�˴Ϡ˴ ˴˴ Ϥ˴ ˴˸

“Melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual-beli dan semacamnya”.

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian

menurut istilah bahwa fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum

syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan

manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.9

1. Prinsip Dasar Bermuamalah

Ada beberapa prinsip dasar bermuamalah yang menjadi acuan dan

pedoman secara umum untuk kegiatan bermuamalah yaitu sebagai

berikut :

9Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 2
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a. Muamalah adalah urusan duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah semua

perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu,

semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang

diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam ibadah, kaidah yang berlaku

adalah sebagai berikut :

�ω�˴ϴϬϳ⹉� �ϒ Ϭ˸��˴˶ϴ⹉ ϬΕ⹉˶�˴ϴ Ϭ�ϴ⹉ �� �Ϟ ˶˸ ˴⹉

“Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan

mengikutinya”.

Kaidah ini sejalan dengan kaidah lain yaitu :

Ϥ�˴ϴ⹉ �ம⹉ �Ϟ Ϭ˸ϴ ˴˶ ϡ˴��˸˴� ˶˴ �˴˴ϼ˶�ϴϴ⹉ ϬΕ⹉˶�ϴ˸�ϴ⹉ �� �Ϟ˸⹉

“Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal. Sehingga ada dalil

yang memerintahkannya”.

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh, kecuali yang

dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama

manusia dibidang harta benda, merupakan urusan duniawi dan

pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena

itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh

manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. hal

tersebut sesuai dengan kaidah :
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�ϊ��˴ϴ⹉ Ζ˴�ϴΒ˴˶� ˶˴ ��ம⹉ �Ε˴˴Ϡ˴��˴ ��ϴ⹉

“Muamalah itu bebas sehingga ada larangan”.

Kaidah-kaidah tersebut bersumber dari hadist yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim dari Anas dan ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw

bersabda :

Ϣϛ�˴˸��˶ ϤϠ˶�� �Ϣ˴ம⹉˴⹉ Ϣ�˶�˴⹉

“Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu”.10

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa urusan dunia termasuk

kedalam muamalah. Islam memberi kebebasan unuk mengatur

urusan dunia, dengan syarat tidak melanggar ketentuan syara’ yang

telah ditentukan.

Menurut Jamal Al-Din Athiyah prinsip diatas dapat dipahami

seperti berikut :

1) Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak

diperlukan mencari dasar hukum (al-Qur’an dan sunnah), karena

hukum asalnya adalah boleh (mubab), bukan haram.

2) Keterangan tekstual (nash) dalam al-Qur’an dan sunnah tentang

muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam

menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat

didalam al-Qur’an dan sunnah.

10Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 4-5
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3) Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk

menentukan kebolehannya tidak perlu dianalogkan dengan

bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam nash.

4) Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu

dianalogkan (ilhaq) dengan suatu pendapat hukum islam hasil

ijtihad, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada

dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan

penggabungan beberapa pendapat.

5) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam

menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar

nash yang mengharamkan, baik nash al-Qur’an maupun

Sunnah”.

6) Hal yang harus dilakukan ketikan membuat sebuah muamalah

baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang

mengharamkannya, bukan nash yang membolehkannya.11

b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua

belah pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan

transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan

setiap akad. Hal ini didasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa’(4)

ayat 29 :

11Fathurrahman Djalil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah , Teori, dan Konsep, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), hal. 154-155
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˴� Ϣ�˴ � ϬϠ �⹉Ϥ˴ϳ �⹉˴ �ΓϤ˴�˴Ϭϳ ˴��˴ ˴ϳ ˴⹉ ˴Ϭ⹉ ϬϞ Ϭϼ˴ϴϴ�Ϭ� Ϣ�˴ ˴�˶˸ ˴� Ϣ˶ �˴ �ϴ⹉�˴Ϡ˴˶⹉ ⹉�ம�ϛ�˴ϳ ˴ ⹉��Ϡ˴⹉� �˴�˯ϴ⹉ �˴���˴�˴�

� ��˸ Ϭ˴ ˴˶ Ϣ �˴ ϴ˴��ϛ˴ ˴� Ϭ⹉ Ϣ�˴ �˴��Ϡ��˴⹉ ⹉��ம�˶˸˴ϳ

“Hai orang-orang yan beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan berupa suatu

kaidah yang berlaku dalam bidang muamalah, yaitu kerelaan menjadi

dasar hukum muamalah. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam

setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar

hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. Hal ini

sesuai dengan kaidah :

�Δ�˴ ˴˴ ˴˸ �Ϡ �Γ ˴˶ ��˴ϴ˴⹉

“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”.

Kaidah ini didasarkan kepada hadist Nabi SAW, yaitu :

��˴˴ ˴˴ Ϭ� ˴˴ � Ϭ⹉�˴��˴� ��� ˴˴ ˴˴ ˴���Ϭம ˶˴ ��ϴ⹉ ��⹉ ˴˶ �Ϡ˴
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“Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah

juga dianggap baik”.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam

tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lainnya dari Abi Sa’id

Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

˴˶ ⹉Ϥ˴˸˴�˴Ϥ˴ ˴˸ ˴

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang

lain”.

Dan hadist ini kemudian dibuatlah kaidah kulliyah yang berbunyi :

�ϟ⹉� �˶ Ϥ˴˵ϴ⹉

“Kemudharatan harus dihilangkan”.12

e. Muamalah dilakukan atas dasar kemaslahatan

Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah

yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak

dibenarkan. Misalnya judi, penjualan narkoba, prostitusi, dan

lain-lain. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua

unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta

12Ibid., hal. 6-7
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membawa kebaikan bagi semua aspek kehidupan dan tidak

menimbulkan mudharat atau kerugian.13

Semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang

ditentukan selain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul SAW.14

2. Prinsip-Prinsip Dalam Fiqih Muamalah

a. As-Salam

Ba’i as-salam atau disingkat salam disebut juga pesanan atau

jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.15 Salam ialah

pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta

kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan

kata lain, pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu

dan barang yang dibeli diserahkan kemudian (Dow Payment) artinya

penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian

sebagai bukti kepercayaan, sehubungan dengan transaksi yang telah

dilakukan. Misalnya, kata penjual: saya jual kepadamu satu box (box

mobil) dengan harga Rp. 1.500.000., setelah transaksi disetujui,

pembeli membayarnya waktu itu juga walaupun boxnya belum ada.

Jadi salam ini jual beli utang dari pihak penjual dengan kontan dari

pihak pembeli, karena uangnya sudah dibayar sewaktu akad atau

dengan perkataan lain, salam adalah jual beli berupa pesanan (in

13Ibid., hal. 154
14Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat: Menguak Pergeseran

Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 121
15Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 132
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front payment sale) juga disebut down payment, artinya penyetoran

sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan. Namun hal ini

perlu bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi atau catatan yang

ditandatangani penerima uang.16

1) Dasar Hukum

Dasar hukum transaksi ba’i as-salam terdapat dalam

Al-Qur’an dan Hadist berikut:

a) Al-Qur’an

����ϴ�˶ϛ˶�˴� �˴˴˴ �Ϡ �Ϟϣ˴˴⹉ ˴ϴ⹉ Ϭ��˴˴ Ϭ� Ϣ˶�˶�˴�˴⹉˴˴ϳ ⹉�˴Ϭ⹉ ⹉��Ϡ˴⹉ �˴� Ϭ˯ ˴ϴ⹉ �˴��˴�˴�

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”17 (QS.

Al-Baqarah: 282)

Dalam kaitannya ayat tersebut, Ibnu Abbas

menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi ba’i

as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau “Saya

bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka

waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya

dan diizinkan-Nya”. Lalu ia membaca ayat tersebut diatas.

b) Al-Hadist

16Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syari’ah, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), hal. 68-69
17Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Mushaf Syaamil, (Jakarta: PT Sygma Eksamedia

Arkanleema, 2009), hal. 48
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Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw.

datang ke Madinah dimana pendudukna melakukan salaf

(salam) dalam buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua,

tiga tahun. Beliau berkata:

�ϡ�ம�Ϡ �Ϟϣ˴˴⹉ ϴ⹉ �ϡ�ம�Ϡ ��˶�˴ �ϡ��ம�Ϡ˴ �Ϟ˶˸ ϛ �ϬϠ˴� ����˴ �� ϒ˴˴ம�˴⹉ �Ϡ˴

“Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia

melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang

jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”18

2) Syarat dan Rukun

Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

a) Pihak-pihak yang berakad diisyaratkan dewasa, berakal, dan

baligh.

b) Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan jelas jenisnya,

ciri-ciri, dan ukuran atau volume.

c) Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta

dibayarkan seluruhnyaketika berlangsungnya akad. Menurut

kebayakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan

ditempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk

menghindari praktek riba melalui mekanisme salam.

18Muhammad Safi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), hal. 108
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Pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang

penjual.

d) Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan

tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan

keduanya dari maksud akad.19

Para imam madzab telah bersepakat bahwasanya jual beli

salam adalah benar dengan enam syarat yaitu : jenis barangnya

diketahui, sifat barannya diketahui, banyaknya barang diketahui,

waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar

uangnya, dan jelas tempat penyerahannya.20

Pelaksanaan ba’i as-salam juga harus memenuhi sejumlah

rukun sebagai berikut:

a) Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan

memesan barang.

b) Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang

pesanan.

c) Modal atau uang. Adapula yang menyebut harga (tsaman).

d) Muslan fiih adalah barang yang dijual-belikan.

e) Shigat adalah ijab dan qabul.21

b. Wadi’ah

19Rahmat syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 33
20Wahbah Al-Zahily, Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hal.

3603-3605
21Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 91
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Wadiah secara bahasa berasal dari kata Al- wadi’ah yang berarti

titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik

individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja si penitip menghendakinya.22 Sedangkan secara istilah

wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia

dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana semestinya.

Secara umum, wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip

yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang

diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.

Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian,

keamanan, keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan

menghendaki.23

1) Dasar Hukum

Ulama fiqih berpendapat bahwa al-wadiah adalah salah

satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia.

Landasannya firman Allah SWT berikut :

�˴�Ϭம⹉˴⹉ ϴ⹉ ϬΖ˴�Ϡ˴˴⹉⹉ ��˶ �˴�ϳ ˴⹉ Ϣ�ϛ �Ϥ �Ϡ�˴� ˴� ⹉

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimannya.” (An-Nisa’: 58)

22Muhammad Syafe’i Antonio, Bank Syariah dalam Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), hal. 85

23Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42
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Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadiah merupakan

amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dijaga

dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia

wajib menengembalikannya.

Disamping dalam Al-Quran, dasar hukum wadiah juga

terdapat dalam hadist Nabi Saw., :

Ϭ�Ϡ˴ ϴ⹉ �Ϫ˴��Ϡ˴˴⹉Ϭ˶ ˴⹉ : Ϣம�� Ϫ˸ம⹉ � ம˸ � ϟ��˶ ϟ�� :ϟ�� .�.˶ �Ϥ�Ϥ⹉ ��⹉ �⹉

Ί˴˴˴���˴ �˶Ϡ˴ �˶ �˴ ˴ϳ ˴� Ί˴˴˴��˴˴ϳ�⹉

Artinya : “Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw.,

bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang

mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau

berkhianat kepada orang yang menghianatimu.” (HR.

At-Timidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankan nya, dan

hadist ini juga dishahihkan oleh Hakim).24

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan

kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian,

amanah tersebut adalah titipan atau wadiah yang harus

dikembalikan kepada pemiliknya.

Disamping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu

sampai sekarang telah terbiasa melakukan penitipan barang

kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam

24Juhaya, Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), hal. 233
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yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam

sepakat dibolehkannya akad wadiah ini.

2) Syarat dan Rukun

Dalam pelaksanaan wadiah harus memenuhi syarat dan

rukun tertentu. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat para imam

madzab sebagai berikut :

a) Madzab hanafiyah

Rukun al-wadiah ada satu, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk

rukun. Menurutnya, sighat ijab dianggap sah apabila ijab

tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharir)

maupun dengan perkataan samaran (kinayah). hal ini berlaku

juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan

yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang

menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang

gila atau anak yang belum dewasa (shabiy). Dalam madzab

hanafi, baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari

orang yang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh

walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.

b) Madzab Syafi’iyah

Al-wadiah memiliki tiga rukun, yaitu :
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(1) Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan

adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang

dapat dimiliki menurut syara’.

(2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan.

Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah

baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai

dengan syarat-syarat berwakil.

(3) Pernyataan serah terima. Disyaratkan pada ijab dan

qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik

dengan jelas maupun samar.25

3) Pembagian Wadi’ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi

dua bentuk, yaitu :

a) Wadiah yad al-amanah

Ialah akad penitipan barang dimana pihak penerima

titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang

yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan

atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan

perbuatan atau kelalaian penerima.

Dengan konsep al-wadiah yad al-amanah, pihak yang

menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan

25Ibid., hal. 206
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uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaga

sesuai kewajiban.karakteristik wadiah yad al-amanah

adalah :

(1) Produk wadiah yad al-amanah tidak ada dilembaga

perbankan.

(2) Jika barang hilang atau rusak bukan kelalaian atau

alasan-alasan syar’i lainnya, maka mustawda’ tidak

bertanggung jawab.

Dengan demikian apabila dalam akad wadiah

disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka

akad itu dianggap tidak sah, dan orang yang dititipi pun

harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah

(jasa) dari orang yang menitipkan.

b) Wadiah yad dhamanah

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak

penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang

dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab

terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang

digunakannya.26 Dengan hal ini, penyimpan boleh

mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset

penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan

produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas

26Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 125
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keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan

dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang

mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga

atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada kepada

pemilik aset tanpa akad perjanjianyang mengikat

sebelumnya.27

c. Khiyar

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih yang

biasa disebut dengan khiyar. Khiyar secara bahasa adalah berasal dari

kata Ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik

meneruskan akad atau membatalkannya.28 Sedangkan menurut istilah

khiyar ialah memilih dalam melakukan akad jual beli apakah akan

meneruskan atau mengurungkan kembali hendaknya untuk melakukan

jual beli.29 Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqih khiyar

ialah mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan atau

membatalkan akad. Sebagian ulama mendefinisikan khiyar secara

syar’i sebagai “hak orang berakad dalam membatalkan atau

meneruskan akad karena ada sebab secara syar’i yang dapat

membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad”.

27Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakaerta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 43
28Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam), Terj.

Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 99
29Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal. 407
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Adapun fungsi khiyar adalah supaya kedua orang penjual maupun

pembeli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau

negatifnya. Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak ada

penyesalan setelah transaksi, karena adanya unsur penipuan, paksaan,

ataupun kesalahan. Khiyar dimaksud untuk menjamin adanya

kebebasan berfikir anata pembeli dan penjual, atau salah seorang yang

membutuhkan khiyar. Akan tetapi, karena adanya sistem khiyar ini ada

kalanya menimbulkan penyesalan dari salah seorang pembeli ataupun

penjualnya. Kalau saumpama pedagang menginginkan barangnya cepat

laku, tentu penjual tidak senang jika barangnya dikembalikan lagi

setelah jual beli, atau sebaliknya pembeli menginginkan barang yang

dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan

setelah terjadinya jual beli. Maka untuk menetapkan sahnya khiyar,

harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang

diterima oleh pihaknya.30

1) Dasar Hukum

Hak khiyar dalam jual beli menurut Islam dibolehkan, apakah

akan meneruskan atau membatalkannya, tergantung keadaan

(kondisi) baarang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman

Al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah

dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam

30Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)..., hal.
408
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mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang

melakukan transaksi.31 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad

SAW :

�ϤϬ˸ ˴˴ �� �⹉ ���˸ Ϭ�ϣ˴ �˴ϛ˴�˴ �˴�Ϥ˴˴Ϡ˴˶˴� Ϣ˴ϴ�Ϡ˴ Ϭ˶ ˴�˸ Ϭ�⹉ Ϭ�� ˴
����� ϬϠ �˴ Ϭ˴ ⹉� �Ϟ� �˸� Ϭ˴˴ �ϣ Ϥ˴ϴ⹉ ϊ˴� ˴�ϴϳ ˴⹉�Ϭ⹉

(Ϣம˴Ϡ �⹉�˶) Ϥ˴�˴˴⹉ ��˴�⹉�˴ ˴˴ ˴⹉

“Manakala jual beli dua orang laki-laki, keduannya boleh

berkhiyar sebelum berpisah, keduanya berkhiyar atau salah

seorangnya kepada kawannya”. ( Riwayat Muslim)

2) Syarat dan Rukun

a) Syarat-syarat khiyar :

(1) Barang yang dikhiyarkan hendaknya jelas.

(2) Barang yang dikhiyarkan hendaknya ditentukan harganya.

(3) Pembeli harus melihat barang yang dikhiyarkan.

b) Rukun khiyar :

(1) Adanya penjual dan pembeli.

(2) Adanya barang yang dikhiyarkan.

(3) Adanya akad dalam pembayaran.

(4) Shigat (lafad akad yang jelas).

3) Macam-Macam Khiyar

31Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Mujtahid, Jilid II, (Beirut: Dar
Al-Taqwa, 2003), hal. 131



33

Khiyar ada yang bersumber dari syara’ seperti khiyar majelis,

dan khiyar aib. Selain itu, ada juga yang bersumber dari kedua

belah pihak yang berakad seperti khiyar syarat. Berikut ini

dikemukakan pengertian masing-masing khiyar :

a) Khiyar Majelis

Majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mimidari

julus yang berarti tempat duduk. Menurut ulama fiqih, majelis

adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak

mulai berakad sampai sempurna, berlaku, dan wajibnya akad.32

Adapun khiyar majelis menurut ulama fiqh adalah hak syar’i

yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki

hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama

keduanya berada dalam majelis, sebelum berpisah ataupun

saling memilih.

Rasulullah SAW bersabda:33

..... �˴�Ϥ˴˴Ϡ˴˶˴� Ϣ˴˶ϴ�Ϡ˴ ˶�˴˸ Ϭ˴ ϴ�Ϭ� ˴�����Ϡ �˴ Ϭ˴ ⹉� ϬϞ�˴ Ϭம�� Ϭ˴˴ �ϣϤϴ⹉ ϊ˴˴� �˴ϴ˴ϳ ⹉�⹉

( Ϣம˴Ϡ � �˶�˴ϴϴ⹉ �⹉�˶ )

“Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka

masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya

belum berpisah badan....” ( Riwayat Bukhori dan Muslim )

32Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)...,hal.
177

33Muhammad Ali Hasan, Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah),
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 139
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Selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis, maka

khiyar masih tetap bisa dilakukan. Akan tetapi bila kedua

belah pihak telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka

khiyar majelis tidak berlaku lagi (batal).

b) Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna

diantaranya, mewajibkan sesuatu yang berkomitmen

dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya. Syarat

adalah sebab (sabab) dan khiyar adalah yang disebabkan

(musabbab), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan

sebab menurut aturan idhofah (penyandaran) yang hakiki.34

Khiyar syarat ialah penjualan yang didalamnya

disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.

Misalnya, pembeli mengatakan : “saya akan membeli barang

anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga

hari”. Rasulullah SAW, bersabda35 : “Kamu boleh khiyar pada

benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam, sesudah

tiga hari tidak ada berita berati akad batal”.

c) Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘aib ialah hak memilih dari kedua belah pihak

yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda

34Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)..., hal.
100-101

35Hendi Suhendi, Fiqih muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 83-84
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yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui oleh

pemiliknya pada saat terjadi akad berlangsung.36

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu

diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan pencantuman syarat

maximal diantaranya yaitu:

1. Hajij Maududi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik

Booking Fee Pembelian Rumah Di Perumahan Alam Indah Benda Dan

Griya Talok Permai Bumi Ayu Kabupaten Brebes, 2017, Fakultas

Syariah IAIN Purwokerto. Praktik booking fee pada perumahan Griya

Talok Permai pada umumnya tidak jauh berbeda dengan perumahan yang

lain dimana ketika pembeli ingin memilih kavling maka pembeli

membayar uang booking fee sebagai panjar kemudian pembeli diberi

waktu dua bulan untuk melanjutkan transaksinya. Keistimewaan praktik

booking fee di perumahan Griya Talok Permai adalah ada masa satu

minggu buat pembeli untuk membatalkan booking fee-nya. Uang

booking fee dapat kembali 100%, namun jika lebih dari satu minggu,

ketentuan booking fee berlaku pada umumnya.37

36Hasan, Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah), hal. 140
37Hajij Maududi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking

Fee Pembelian Rumah Di Perumahan Alam Indah Benda Dan Griya Talok Permai Bumi Ayu
Kabupaten Brebes”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2017), hal. 89-90,
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2995 , diakses tanggal 07 Juni 2019

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2995
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Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah

penelitian Hajij membahas mengenai pembayaran uang booking fee yang

dilakukan terlebih dahulu sebelum objek dimilikinya dan diberi waktu

satu minggu untuk membatalkan booking fee tersebut, serta uang

booking fee dapat kembali 100%. Sedangkan dalam penelitian ini,

booking atau keep barang dilakukan dengan memberikan uang dari objek

pembelian setelah objek tersebut dimiliki oleh pihak pembeli selama tiga

hari atau lebih sesuai dengan kesepakatan salah satu pihak atau kedua

belah pihak.

2. Zurifah Diana Sari, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa

Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmersby, 2018,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya .

Praktik jasa titip beli online dalam akun @storemurmersby masih

belum dirasakan manfaat seutuhnya oleh pihak konsumen karena dalam

praktik riil jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby ini

yang secara mekanisme dijelaskan bahwa jasa titip beli ini adalah dengan

pesanan terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang dengan cara

transfer baru dibelanjakan, namun ketika barang yang dipesan konsumen

itu tidak ada di toko yang dituju, maka pihak penyedia jasa titip ini akan

mengembalikan sejumlah uang pembeli namun jumlahnya tidak sama

dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pembeli sebelumnya, karena

dari pihak penyedia jasa titip beli ini ujrah untuk setiap biaya jasanya

tersebut masih tetap diambil, tapi tidak seutuhnya melainkan diambil
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sebesar Rp.5000 untuk setiap barangnya. Akibat dari pemotongan biaya

ujrah yang tidak dijelaskan diawal akad ini membuat beberapa konsumen

merasa dirugikan dan dikecewakan.38

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah

penelitian Zurifah membahas praktik jasa titip online dengan membayar

terlebih dahulu baru membelanjakannya. Apabila barang pesanan tidak

ada ditoko yang dituju, maka pihak jasa titip ini mengembalikan uang

dengan mengambil Rp. 5000 setiap barangnya sebagai jasa (upah

menitip). Sedangkan penelitian ini, menitipkan barang tanpa ada jasa

(upah titipan), dan memberikan uangnya apabila barang sudah ditangan

pihak pembeli.

3. Ana Nuryani Latifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan

Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel

(Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di

Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara), 2009, Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang. Ketidakjelasan waktu penangguhan

pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel antara PT HMfurniture

dengan Visa Jati merupakan suatu perjanjian di mana PT HMfurniture

sebagai perusahaan pemesan barang mebel kepada Visa Jati. Dalam

perjanjian tersebut PT HMfurniture tidak menjelaskan kapan waktu atau

batas pembayaran atas barang yang telah di pesan kepada Visa Jati, akan

38Zurifah Diana Sari, Skripsi: “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli
Online Dalam Akun Instagram @Storemurmersby, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hal. 80,
http://digilib.uinsby.ac.id/27655/1/Zurifah%20Diana%20Sari_C02214027.pdf, diakses tanggal 02
Juni 2019

http://digilib.uinsby.ac.id/27655/1/Zurifah%20Diana%20Sari_C02214027.pdf
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tetapi PT HMfurniture dalam perjanjian jual beli hanya menyebutkan

bahwa PT HMfurniture akan membayar barang yang telah dipesan jika

pihak luar negeri membayar PT HMfurniture.39

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah

penelitian Ana membahas mengenai ketidakjelasan waktu penangguhan

pembayaran PT Hmfurniture dengan Visa Jati, dimana pihak PT

Hmfurniture hanya menyebutkan waktu pembayaran dengan Visa Jati

apabila pihak PT Hmfurniture sudah dibayar oleh pihak luar negeri.

Sedangkan penelitian ini, membahasa waktu pembayaran barang yang di

pesan atau dibeli, dibayar apabila objek sudah dimilikinya dan waktu

pembayaran ditentukan oleh pihak penjual yang disetujui oleh pihak

pembeli.

Jadi kesimpulan dari perbedaan beberapa penelitian dengan penelitian

Jual Beli Online Dengan Maximal Keep Dalam Perspektif Fiqih

Muamalah (Studi Kasus Fullushop Tulungagung dan Panda Grosir

Tulungagung) ialah penelitian ini tidak membayar harga barang terlebih

dahulu sampai barang tersebut menjadi milik pihak pembeli, dan pihak

penjual menjaga titipan barang tersebut agar tidak diambil atau dibeli oleh

orang lain dengan memberikan syarat maximal keep pengambilan barang

pihak pembeli sesuai kesepakatan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

39Ana Nuryani Latifah, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu
Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli
Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)”, (Semarang:
IAIN Walisongo, 2009), hal. 63, http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3756 , diakses 05 Juni
2019

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3756
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